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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya tanah memiliki arti sebagai permukaan bumi, yang dalam penggunaannya
meliputi juga sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagai dari ruang yang ada
diatasnya, dengan diberi batasan dalam hal penggunaannya. Tanah dimiliki oleh orang, di
mana orang tersebut mempunyai hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak-hak atas tanah
merupakan hak yang berbentuk wewenang untuk menggunakan sebagain tertentu
permukaan bumi yang disebut tanah, dan juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta
ruang yang ada di atasnya sebatas hanya boleh menggunakan tidak bukan untuk kepunyaan.!

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia
tanah mempunyai peranan yang sangat penting terutama pada Bangsa Indonesia karena,
Negara Indonesia merupakan Negara Agraris sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh
rakyat Indonesia selalu melibatkan soal tanah.? Negara kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum (konstitusional) yang

!Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria , Isi dan
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008, h.18.

2Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui ArbitraseDalam Teori dan
Praktek, Refika Aditama, Bandung, 2016, h.1.



memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain
hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak atas tanah.®

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
adalah negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan
perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan,
mempunyai, dan menikmati hak atas tanah.*

Untuk mewujudkan kebijakan negara mengenai penataan dan pengelolaan sumber
daya alam, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat”, negara menetapkan garis kebijakan nasional di bidang pertanahan
yang merupakan salah satu unsur penting dari sekian banyaknya potensi sumber daya alam
yang ada. Oleh karena itu pada tanggal 24 september 1960 disahkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dapat dipahami bahwa
salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat
mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan
tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria di Indonesia
mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah, maka menurut undang-undang “Sertifikat” merupakan alat

pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan

3Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.1.
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perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu maka pemegang hak atas tanah akan terjamin
eksistensinya.®

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum®. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini
diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris, terkuat dalam hubungannya
dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenuh dalam hal kewenangan yang ddimiliki
pemegang haknya. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA salah satu hak atas tanah yang
diakui adalah hak milik.

Pendaftaran bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat bertujuan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum yang dikenal sebagai Rechts Cadaster atau Legal
Cadaster. Sedangkan untuk tanah hak adat walaupun ada pendaftaran namun tidak
bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tetapi lebih kepada pendataan
administratifterutamanya berkaitan dengan pembayaran pajak yang dikenal sebagai Fiscaal

Cadaster, yang menghasilkan suatu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah yang

® Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali 7, Jurnal
Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2011, h. 289.



mengakibatkan tidak adanya tandabukti tertulis sebagai tanda bukti hak atas tanah berupa
sertifikat sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas
pelaksanaan hak tersebut.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan
pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut dalam
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menentukan bahwa pendaftaran tanah adalah: Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga ditujukan kepada
pemegang hak atas tanah. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang
hak atas tanah akan tercapai apabila pemegang hak atas tanah telah mendaftarkan hak atas
tanahnya, sehingga pemegang hak atas tanah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang
hak atas tanah dan kepada pemegang hak atas tanah tersebut diberikan surat tanda bukti hak
sebagai alat bukti yang kuat yang sering dikenal dengan sebutan Sertifikat / Akta Tanah.

Ketimpangan inilah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya UUPA, sebagaimana
disebutkan dalam konsideran menimbang dan berpendapat UUPA. Dengan diberlakukannya
UUPA maka secara formal diinstruksikan kepada pemerintah agar di seluruh wilayah
Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster, artinya yang bertujuan

menjamin kepastian hukum. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang



mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya
kepastian hukum atas tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga
mengamanatkan pembentukan suatu peraturan pemerintah untuk pelaksanaanya. Kewajiban
dalam hal pendaftaran ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah sebagai penyelenggara
pendaftaran saja tetapi juga bagi pemegang haknya untuk melakukan pendaftaran atas
kesadarannya sendiri. Kewajiban bagi pemegang haknya tersebut ditegaskan dalam Pasal 23

UUPA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19 menyatakan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut Kketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.
Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997) dan ketentuan pelaksanaanya yaitu
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN)
Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KBPN No. 8 Tahun
2012.
Tujuan pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf a PP N0.24/1997
adalah “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum...”. Untuk

mewujudkannya menurut Pasal 4 ayat (1) PP No0.24/1997 diterbitkanlah sertifikat hak atas



tanah bagi pemegang hak yang bersangkutan. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan syarat sesuai
dengan data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam buku tanah dan surat ukur yang

bersangkutan.

Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut maka diperlukan proses
pendaftaran hak yang hasil produk akhirnya berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak
atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi paling utama
sebagaimana di sebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA. Seorang atau badan hukum
akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah apabila

telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat.®

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena
kematian. Karena dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta
kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial
kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka
akan ada pewaris, ahli waris dan harta kekayaan. Pewaris adalah orang yang meninggal
dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas
harta kekayaan dari orang meninggal. Harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial
maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya.
Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah
meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih

berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yakni: Hukum Waris Adat,

6 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.57.



Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang
berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut.

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA vyaitu hak milik
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengertian tentang kata “beralih” adalah suatu
peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan
sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya. Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa
hak milik atas tanah dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain.”

A.P. Parlindungan,® mengatakan bahwa peralinan hak-hak tanah seluruhnya, dapat
terjadi karena penyerahan, pewarisan, pewarisan-legaat, penggabungan budel, pencabutan
hak, lelang. Penyerahan ini dapat berwujud jual beli, hibah ataupun tukar menukar dan
pewakafan.

Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan tanah sering
menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan keadaan tanah yang terbatas dengan jumlah
penduduk yang semakin bertambah dan harga tanah yang meningkat dengan cepat. Seperti
halnya pemilikan tanah secara absente, adanya sertifikat ganda dan perebutan tanah warisan
oleh para ahli waris. Upaya dalam mengatasi permasalahan di bidang pertanahan yaitu
dengan jalan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bidang
pertanahan dan agraria.

Pentingnya jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak atas
tanah oleh seseorang yang diperoleh dari warisan merupakan perpindahan suatu hak atas

tanah dari pewaris kepada ahli waris. Perpindahan hak atas tanah berarti subyek hak yaitu

7 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 89.
8 A.P. Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah,Cet.VI,
Alumni, Bandung, 1990, h. 23-24.



pewaris dan ahli waris, sehingga perlu dilaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk
mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan
meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan
kekayaan pewaris. Peralihan atas hak waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat
keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat
yang bewenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran
pada Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang
baru yaitu atas nama ahli waris, hal ini sangat penting dilakukan agar ahli warisnya
mempunyai kekuatan hukum

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan
membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap
Ahli Waris Atas Pewarisannya Yang Belum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Kota

Jayapura”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris atas pewarisannya yang belum

didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ahli waris atas pewarisannya yang
belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang
diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi
pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi BPN dalam hal
tertibnya administrasi pertanahan berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini, diharapkan menjadi bahan praktis membantu
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran
peralihan hak atas tanah karena pewarisan untuk menjamin kepastian hukum bagi ahli
waris dan juga adanya perlindungan hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah

karena pewarisannya tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

E. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan dasar yang mengatur
penguasaan, pemilikan, peruntukan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan

terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar besar kemakmuran



Rakyat. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian
hukum Hak Atas Tanah, yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum

kepemilikan tanah.®

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas
bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan
atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan
kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada

warganya.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum vyang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum®. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka disusunlah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah
satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian
hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara

tegasdiatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa :

® Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta, 2008, h. 67.



1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah adalah :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta
dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan

hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Menurut Pasal 20 UUPA ayat (1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sedangkan ayat (2) bahwa hak milik dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 dijelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mcngadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun yang sudah terdaftar.



3. Untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

PP No. 24/1997 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya,
yakni PP No. 10 Tahun 1961. Untuk mengakomodasi perbaikan dalam bidang pendaftaran
tanah tersebut, Peraturan Pemerintah ini memperjelas dan mempertegas beberapa ketentuan
dasar dari UUPA.

Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (¢) UUPA untuk hak atas tanah hak pengelolaan, tanah wakaf,
hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Menurut Sumardji,'°® dinyatakan bahwa
Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur dan mengandung data fisik dan yuridis
mengenai bidang tanah tertentu yang sudah ada haknya menurut UUPA.

Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan, sedangkan
hak berarti benar.!! Jadi peralihan hak atas tanah adalah memindahkan atau beralihnya
penguasaan tanah yang semula milik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya.
Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara menukar/memindahkan tanah. Penguasaan
yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan
kepada pemegang hak untuk menguasan secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga
penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki
secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Tujuan diadakannya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah merupakan suatu

10 Sumardji, Sertipikat sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah, Yuridika, Vol. 16, No. 1, Januari-Februari 2001,
h. 90.
11 poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, h. 156.



kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum mengenai tanah yang dimilikinya, sehingga
perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan secara sederhana, cepat, murah dan aman.

Dalam realitas kehidupan Kkita ditengah-tengah masyarakat terdapat fakta bahwa
masih banyak persoalan /sengketa tanah yang berawal dari belum terciptanya kepastian
hukum atas sebidang tanah seperti masih adanya sengketa/perkara dibidang pertanahan
sebagai akibat baik karena belum terdaftarnya hak atas tanah maupun setelah terdaftarnya
hak atas tanah, dalam artian setelah tanah itu bersertifikat.

Terkait peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada kantor
pertanahan diatas maka akibat hukum yang timbul adalah secara materiil hak dan kewajiban
pewaris langsung beralih pada para ahli waris tersebut, tetapi para ahli waris tersebut tidak
dapat melakukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak
mendapatkan kepastian hukum apabila peralihan hak atas tanah karena pewarisan tersebut
tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Jayapura. yaitu tepatnya pada Kantor Pertanahan
Kota Jayapura, dikarenakan penulis juga mempunyai keluarga di Kota Jayapura dan dalam

pengambilan data di Kantor Pertanahan Kota Jayapura tidak menjadi hambatan.
2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif
yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan,

peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder,



sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.'2
3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur
kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan

terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara
langsung diperoleh dari penelitian baik dengan observasi maupun wawancara terhadap
responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan
oleh penulis di atas.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1994, h. 22.



C.

Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan

ensiklopedia.®®

4. Populasi dan Sampel

a)

b)

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang
lingkup dan waktu yang telah ditentukan.*

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian
dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.'® Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Disebut Purposive
karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang
dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, dan karena peneliti merasa
sampel yang diambil berdasarkan orang yang paling mengetahui tentang masalah

yang akan di teliti oleh peneliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a.

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal terkait serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada

subjek dan objek penelitian.

h.116.

13 1bid, h. 13.
14 Zuriah Nuzul, Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

15 1bid



c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih

luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja yang sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan dapat dipertanggung
jawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu
diperlukan adalah data observasi subjek dan objek permasalahan ataupun dengan sarana
interviews mendalam mengenai suatu permasalahan. Pengelolaan data dilakukan dengan
cara editing, yaitu penyusunan kembali data yang ada dengan melakukan penyeleksian
hal-halyang relevan dengan yang tidak relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan
pengelompokan data secara sistimatis. Analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini

adalah analisiskualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis.



